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ABSTRAK
Pramesthi Dinar Kirana Ratri. E0012301. 2016. Kajian Aspek-aspek Hukum 
Internasional Dan Hukum Nasional dari Cross-Border Insolvency Dalam 
Rangka Menggagas Pembentukan Aturan Cross-Border Insolvency di 
Wilayah ASEAN
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek-aspek hukum baik dari segi 
Hukum Internasional maupun Hukum Nasional dari Cross-Border Insolvency atau 
kepailitan lintas batas dalam upaya mengusulkan pembentukan aturan mengenai 
kepailitan lintas batas di wilayah ASEAN. Sejalan dengan cita-cita ekonomi 
terintregasi di ASEAN yang dimulai dengan diberlakukannya ASEAN Economic 
Community pada tahun 2015. Disisi lain ekonomi terintegrasi juga menimbulkan 
resiko kepailitan lintas batas di ASEAN  karena tingkat investasi antar negara 
ASEAN yang terus meningkat tinggi tanpa diimbangi aturan yang memadai di 
ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mekakukan 
penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa keberadaan aturan kepailitan lintas batas sudah 
seharusnya menjadi perhatian negara anggota ASEAN. Namun, terdapat beberapa 
kendala temasuk perbedaan hukum di antara negara-negara anggota. Tidak adanya 
kepastian hukum yang memadai ketika terjadi kepailitan lintas batas juga menjadi 
hal yang harus diperhatikan. Penerapan model law yang telah diajukan oleh 
UNCITRAL kedalam hukum nasional masing-masing dapat menjadi solusi yang 
paling baik saat ini. Selain tentunya harus ada kesadaran masing-masing negara 
untuk saling menghormati putusan kepailitan asing dari keputusan pailit lintas 
negara tersebut.




This research’s objective is to find out about the legal aspects from both the 
international law and national law (domestic law of Indonesia) regarding the 
cross-border insolvency regulation within ASEAN members. In accordance with 
the recent establishement of ASEAN Economic Community in 2015. However, 
integrared economy also leads to the risk of cross-border insolvency as the 
investments within the states member increses. To achieve these objectives, the 
reseacrh use normative legal research which is done by examining secondary 
data or literature as basic material for examination by doing a search for rules 
and literature relating to the cases studied. The reseach was concluded that the 
establishment of cross-border insolvency regulation is already needed within the 
ASEAN country members current state. However there are a few challenges 
including the difference of laws within the ASEAN members. The absence of 
proper regulation to satisfy the issue could leads into the possibility of legal 
uncertainty. The most suitable solution now are to converge the UNCITRAL 
model law into their national insolvency law and to recognize the international 
comity within the members regarding the foreign proceedings and  the cross-
border insolvency proceedings within the states member,
Keywords: Integrated Economy, Cross-border Insolvency, Model Law, 
International Law, National Law.
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